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Salinan PUTUSAN 

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.LB 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

 

  Yosi Wahyuni binti Ismet, NIK 1306026206930005, tempat tanggal 

lahir Bancah Taleh, 22 Juni 1993, umur 29 tahun, 

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus 

rumah tangga, tempat tinggal di Rimbo Nunang Jorong I 

Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk 

Basung, Kabupaten Agam, menggunakan domisili 

elektronik Email: kenzipratama774@gmail.com, 

sebagai Penggugat; 

melawan 

  Jufriandi bin Acin , NIK 1306020101880026, tempat tanggal lahir Batu 

Hampar, 01 Januari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 

Parak Panjang Jorong Balai Selasa, Nagari Kampung 

Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti 

Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2022 yang 

didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal yang sama dengan register 

perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, 

menikah pada tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Kutipan 

Akta Nikah Nomor: 0161/034/III/2018, yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, pada 

tanggal 23 Maret 2018; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah                  

kontrakan Penggugat dan Tergugat di batam, sampai berpisah; 

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul 

sebagai suami istri, dan belum di karuniai; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun dan tidak 

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

karena: 

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin 

Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

Penggugatlah yang harus bekerja; 

4.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, yang sering menyingung 

hati dan perasaan Penggugat 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, karena Penggugat meminta uang 

kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, tetapi Tergugat malah 

memaki-maki Penggugat, sehingga hal ini yang menimbulkan perselisihan 

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya 

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, 

sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Parak Panjang 

Jorong Balai Selasa, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, 

dan sekarang Penggugat tinggal di Rimbo Nunang Jorong I Geragahan, 

Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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6. Bahwa semenjak bulan Mei 2020 tersebut antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun 

lamanya; 

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, 

belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan 

Tergugat; 

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon 

kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim 

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan 

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jufriandi bin Acin) terhadap                            

Penggugat (Yosi Wahyuni binti Ismet); 

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang 

berlaku; 

Subsider: 

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya 

(ex Aequo et Bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan 

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang 

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena  

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi 

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat 

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat 

-  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/034/III/2018, yang dikeluarkan oleh 

KUA Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, 

pada tanggal 23 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup 

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda P; 

2.  Bukti Saksi 

1. Eka Putri binti Soder, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong I 

Garagahan, Nagari Garahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. 

Saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jufriandi, Tergugat 

adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan 

pernikahan secara resmi sekitar tahun 2018; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah 

tangga di rumah      kontrakan di batam, sampai berpisah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan 

belum dikaruniai anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan 

perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang 

bertanggungjawab terhadap nafkah sehari-hari dan Tergugat sering 

emosian/ tempramental dan pernah melakukan KDRT kepada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penggugat yang saksi ketahui melalui foto yang dikirim oleh Penggugat 

kepada saksi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran  

dari cerita Penggugat;  

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama 

dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih 

dari 2 (dua) tahun sampai sekarang; 

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi 

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang; 

- Bahwa tidak ada upaya damai dari  pihak keluarga Penggugat dan 

Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;  

2. Yusmaniar binti Ramli, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam. 

Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah 

menikah sejak tahun 2018; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah 

tangga di rumah kontrakan di Batam, sampai berpisah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan 

belum dikaruniai anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 (dua) 

tahun terakhir ini disebabkan karna Tergugat kasar, kurang bertanggung 

jawab terhadap biaya sehari-hari, pemalas, Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak pernah lagi tinggal di kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun 

yang lalu; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.LB 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih 

kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang; 

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak 

itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi 

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang; 

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah menasehati Penggugat 

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak 

berhasil; 

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi 

tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta 

memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang 

terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan diatas; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis 

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan 

Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; 

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya 

adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut 

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan 

Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para 

pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat 

dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu  

Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, 

dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan   

gugatan a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini 

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung 

untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan 

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat   

dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati 

Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina 

rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) 

dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena 

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa 

secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg; 

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang 

harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita 

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup 

rukun dalam rumah tangga mereka; 

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya 

sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/034/III/2018, yang dikeluarkan oleh 

KUA Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, 

pada tanggal 23 Maret 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta 

telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti 
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tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat 

terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat 

perkawinan sejak tanggal 23 Maret 2018; 

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah 

memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 

171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 

Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh 

kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi 

saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai 

suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian 

dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 

saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima 

sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan 

oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah 

menemukan fakta sebagai berikut:  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal 

bersama dan belum dikaruniai anak; 

- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;  

- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat; 
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Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di 

atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara 

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang 

menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah; 

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai 

sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan 

hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan 

antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah 

(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang); 

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak pernah melihat 

Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan telah terjadinya pisah 

tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, selama 

itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut 

diduga (ghalabat al-zhann) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis 

berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak 

ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa 

suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup 

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan 

telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat 

bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat 

disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan 
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pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 

3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud; 

 Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah 

tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang 

berkepanjangan serta akan memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang lebih 

besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal 

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaratan lebih 

diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul 

fikih yang berbunyi: 

لح المصا جلب على م مقد سد المفا درء  

Artinya: “Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik 

kemanfaatan.”  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 

gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya 

talak Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan 

catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat 

belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang 

dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, 

oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak 

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
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tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jufriandi bin Acin) 

terhadap Penggugat (Yosi Wahyuni binti Ismet); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);   

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Ayu Mulya, S.H.I., M.H. dan Derry Damayanti, S.H.I., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi 

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Um Abdiah sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

 

Ttd 

Ttd 

Ayu Mulya, S.H.I., M.H Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. 
Hakim Anggota II,  

 

Td 

 

Derry Damayanti, S.H.I  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.LB 

 Panitera Pengganti, 

  

Ttd 

 Dra. Um Abdiah 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00 

-  Panggilan : Rp 70.000,00 

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00  

J u m l a h : Rp 190.000,00 

              (seratus sembilan puluh ribu rupiah); 
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